Menimbang

Mengingat

a.

BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG

PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUNINGAN,

bahwa untuk melaksanakan lebih lanjut ketentuan Pasal 50
ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
perlu mengatur Perangkat Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten
Kuningan tentang Perangkat Desa;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa
Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor
14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5234);



10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123); (Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 88);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015
tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul
dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015
tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan
Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008
tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 68 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 70);

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun 2013
tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah

2



(Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor
21 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan
Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

Menetapkan

dan
BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten
Kuningan yang terdiri dari Bupati dan perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten
Kuningan yang terdiri dari Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Bupati adalah Bupati Kuningan.
Kabupaten adalah Kabupaten Kuningan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan.

Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten
Kuningan.

Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah
kabupaten Kuningan.

Desa adalah desa-desa di Kabupaten Kuningan, selanjutnya
disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa atau BPD adalah lembaga yang
melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan
wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan
ditetapkan secara demokratis.

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah
musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah
Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan
Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat
strategis.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang
ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati
bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa
yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja
daerah  kabupaten dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan  pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana
perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi
Dana Alokasi Khusus.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut
APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan
Desa.

Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan
Desa yang dipilih langsung oleh Penduduk Desa dari calon yang
memenuhi syarat yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya.

BAB II
SUSUNAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Pemerintah Desa terdiri dari :

a. Kepala Desa;

b. Perangkat Desa.

(2) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala

desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.



(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri
atas:

a. Sekretariat Desa;
b. Pelaksana kewilayahan; dan
c. Pelaksana teknis

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada
Kepala Desa.

Pasal 3

Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3)
huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf
sekretariat yang bertugas membantu kepala Desa dalam bidang
administrasi pemerintahan.

Unsur staf sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri dari :
a. Kepala Urusan Umum; dan

b. Kepala Urusan Keuangan.

Untuk  membantu  kelancaran  tugas penyelenggaraan
pemerintahan desa, dapat ditetapkan perangkat desa sebagai
staf dibawah kepala urusan umum dan kepala urusan
keuangan.

Pasal 4

Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (3) huruf b, disebut Kepala Dusun atau yang disebut
dengan nama lain, merupakan unsur pembantu kepala Desa
sebagai satuan tugas kewilayahan.

Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional
berdasarkan luas wilayah dan tingkat kesulitan medan serta
kemampuan keuangan Desa.

Pasal 5

(1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3)

huruf ¢ merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai
pelaksana tugas operasional.

(2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

dari :
a. Kepala Seksi Pemerintahan;
b. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan; dan

c. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat.



BAB III
PERSYARATAN PERANGKAT DESA

Pasal 6

Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi
persyaratan :

a. Bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945,
Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;

c. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan
Catatan Kepolisian;

d. Tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan
berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan surat
keterangan dari pejabat yang berwenang;

e. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak  pidana
kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun yang
dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang
berwenang;

f. Bersedia diangkat menjadi Perangkat Desa;

g. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat
keterangan sehat dari dokter pemerintah kabupaten;

h. Bebas Narkoba dibuktikan dengan Surat Keterangan dari
pejabat yang berwenang.

i. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau
yang sederajat;

j- Berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi
42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran;

k. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa
paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;

1. Tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan Semenda
dengan Kepala Desa sampai derajat pertama.

Pasal 7

Dalam hal tidak terdapat calon perangkat desa yang memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j, dapat
dikecualikan berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan
paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun pada saat pendaftaran.



BAB IV
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 8

(1) Pengangkatan perangkat desa merupakan kewenangan kepala
desa.

(2)

Pengangkatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

a.

b.

kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau
seleksi calon perangkat Desa;

kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat mengenai
pengangkatan perangkat Desa;

camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat
mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan
oleh kepala Desa; dan

. rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh kepala Desa
dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan kepala
Desa.

Pasal 9

(1) Pegawai negeri sipil kabupaten yang akan diangkat menjadi

(2)

(1)

(2)

(3)

perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat
pembina kepegawaian.

Dalam hal pegawai negeri sipil kabupaten sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi perangkat
Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari
jabatannya selama menjadi perangkat Desa tanpa kehilangan
hak sebagai pegawai negeri sipil.

BAB V
ALIH JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 10

Kepala Desa dapat melakukan alih jabatan perangkat desa
dalam rangka kelancaran operasional pemerintah desa.

Alih jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan antar unsur sekretariat, pelaksana kewilayahan dan
pelaksana teknis.

Alih jabatan unsur kewilayahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) harus memperhatikan aspek domisili perangkat desa.



BAB VI
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal 11
(1) Perangkat Desa berhenti karena :
a. meninggal dunia;
b. permintaan sendiri; atau
c. diberhentikan.

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c, karena :

a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;

b. berhalangan tetap;

c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
d

melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Pasal 12

Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme
sebagai berikut :

a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat mengenai
pemberhentian perangkat Desa;

b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat
mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah
dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan

c. Rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh kepala Desa
dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala
Desa.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

(1) Masa jabatan Perangkat Desa yang ada pada saat ini tetap
berlaku sampai habis masa jabatannya.

(2) Perangkat Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil
melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :

a. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 19 Tahun 2006
tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat
Desa; dan

b. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 26 Tahun 2006 tentang
Pedoman Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat
Desa.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 5 Agustus 2015
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Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal 6 Agustus 2015
= SEKRETARIS DAERAH
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II.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG
PERANGKAT DESA

UMUM

Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa merupakan pelaksanaan dari
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.

Oleh karena itu Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sudah tidak sesuai
dengan peraturan perundangan sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah
penggantinya.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Pasal ini dimaksudkan untuk menjelaskan arti beberapa istilah yang
digunakan dalam Peraturan Daerah ini, sehingga dengan demikian
dapat dihindarkan kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8

Cukup jelas.
Pasal 9

Cukup jelas.
Pasal 10

Cukup jelas.
Pasal 11

Cukup jelas.
Pasal 12

Cukup jelas.
Pasal 13

Cukup jelas.
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Pasal 14

Cukup jelas.
Pasal 15

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2015 NOMOR 12
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